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ABSTRAK 

Fatia Rania Fahrana 04020210304. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban 
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang 
Mengalami Gangguan Kejiwaan.” Di bawah bimbingan Hardianto Djanggih 
Sebagai Ketua Pembimbing dan Imran Eka Saputra, Sebagai Anggota 
Pembimbing.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep 
pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan 
kejiwaan menurut hukum positif Indonesia serta mengetahui implikasi Pasal 
38 dan 39 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 terhadap pertanggungjawaban 
pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan 
gangguan kejiwaan di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 
2014 yang mana Undang-undang ini telah di cabut dan diintegrasikan ke 
dalam Undang-undang kesehatan 2023, dimana Gangguan jiwa (ODGJ) 
merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan 
perasaan yang termanisfestasi dalam bentuk perubahan perilaku, serta 
dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi 
orang sebagai manusia. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 
menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-
undangan, buku-buku literatur, dan artikel hukum. Adapun sumber bahan 
hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana 
pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang 
mengalami gangguan kejiwaan masih belum sesuai dengan prinsip 
keadilan dan penegakan hukum.  
 
Rekomendasi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus 
pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang 
mengalami gangguan kejiwaan, serta memahami konsep 
pertanggungjawaban pidana dalam khususnya pelaku dengan 
gangguan kejiwaan. 
 
Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Gangguan 
kejiwaan, Pelaku tindak pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang -Undang No. 18 tahun 2014, yang dicabut dan 

diintegrasikan ke dalam Undang -Undang Kesehatan tahun 2023, 

gangguan mental (ODGJ) memiliki ketidakmampuan dalam 

menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Penyebab terjadinya 

gangguan kejiwaan dapat terjadi kepada seseorang yang tidak 

diperlakukan dengan tidak adil, kehilangan orang yang dicintai, masalah 

pekerjaan dan permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan 

terjadinya gangguan kejiwaan. Selain itu faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan pada manusia yaitu Faktor 

Organik, kelainan saraf, dan gangguan pada otak. 1 

Menurut WHO, prevalensi gangguan mental di Indonesia 

mencapai 9,8%, dengan depresi pada tahun 2021 di 6,6%. Beberapa 

faktor muncul, termasuk peningkatan gangguan mental di Indonesia, 

stres, trauma, stigma sosial, dan akses terbatas ke layanan kejiwaan.2 

Dalam konteks penanganan sanksi pidana, pelaku dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu mereka yang tidak dapat bertanggungjawab 

dan mereka yang kurang dapat bertanggungjawa. Pelaku yang tidak 

dapat bertanggungjawab secara hukum tidak dapat dikenakan pidana, 

                                                            
1 Erna Masdiana et. all. (2024). Keperawatan Jiwa. Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo, hlm. 53 
2 Nugraha Rifky (19 juni 2024). Kesehatan Mental di Indonesia Tahun 2024: Antara Tantangan dan Harapan. 
https://www.kompasiana.com/rifky15/6672b8a2c925c4791a738562/kesehatan-mental-di-indonesia-tahun-2024-
antara-tantangan-dan-harapan (diakses pada tanggal 21 november 2024). 
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sedangkan mereka yang kurang dapat bertanggungjawab dapat 

dikenakan pidana yang dikurangi atau tindakan alternatif sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 41, 42 Rancangan KUHP.3 

Hukum pidana memiliki kaitan yang erat dengan kejahatan dan 

pelanggaran. Kejahatan, yang diatur dalam buku II KUHP merupakan 

tindakan yang sangat tidak bermoral dan dapat merugikan Masyarakat 

karena itu, kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, yang 

menekankan sifatnya yang sangat tercela dan perlu dihukum.4  

Pada dasarnya, suatu Tindakan dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana atau delik jika memenuhi syarat tertentu, salah satunya 

adalah adanya kemungkinan untuk menimbulkan sanksi pidana bagi 

pelakunya. Tindak pidana menurut Soesilo terbagi menjadi unsur yang 

bersifat obyektif dan unsur bersifat subyektif. Unsur yang bersifat 

obyektif yaitu: tindakan manusia, konsekuensi yang timbul dari tindakan 

tersebut, serta kondisi-kondisi yang mengelilingi tindakan itu, semua 

harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu Tindakan 

melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sedangkan unsur 

yang bersifat subyektif yaitu: kesalahan (schuld) dari seseorang yang 

melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku artinya 

pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan oleh pelanggar. 

Individu dengan kondisi mental yang tidak stabil atau mengalami 

                                                            
3 Adami chazawi. (2011). Pelajaran hukum pidana 1. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24 
4 Kamri Ahmad & Andi Khaedhir K. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 
hlm. 122 
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gangguan jiwa tidak dapat pertanggungjawabkan tindakannya. Undang-

undang mengasumsikan bahwa individu tersebut secara umum memiliki 

kondisi mental yang normal, jika melanggar norma hukum pidana dapat 

dipertanggungjawabkan, jika muncul keraguan tentang kondisi mental 

seseorang, maka akan dilakukan investigasi lebih mendalam untuk 

memastikan keadaan sebenarnya. Tentang pertanggungjawaban orang 

tersebut sudah diatur dalam Pasal 44 KUHP lama yang menegaskan 

bahwa: “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna 

akalnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat 

dipidanakan". Oleh karena itu maka suatu asas pokok dari hukum 

pidana ialah “Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.5 

Bukan semua pelaku kejahatan memiliki kondisi mental yang 

normal, karena ada juga yang dilakukan oleh mereka yang memiliki 

gangguan jiwa. Dalam Al-Qur'an tidak secara langsung membahas 

gangguan jiwa dalam konteks medis modern, tetapi ada hadis yang bisa 

dipahami sebagai referensi terkait perilaku atau kondisi yang mungkin 

mencerminkan gangguan jiwa atau ketidakmampuan mental, terutama 

dalam hal perasaan, pikiran, dan perilaku yang tidak seimbang.  

Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sabda yang 

menyatakan bahwa amal ibadah seseorang yang tidur tidak akan 

dihitung sebagai amal sampai orang tersebut bangun kembali. 

                                                            
5 H. Hambali Thalib., et all. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa : Jariah Publishing. Hlm 21&23 2
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ث   ع نْ  الْق ل مُ  رُفعِ   تىّ الناّئمِِ  ع نْ  ث لَ  ع نِ  ي سْت يْقِظُ  ح  جْنوُْنِ  و  تىّ الْم  ع نِ  يفُِيْق   ح  بِىِّ  و  تَّى الصَّ  ي بْلغُ   ح 

Terjemahan:  

“terdapat tiga kategori orang yang tidak memiliki catatan amal, yaitu: 
orang yang mengalami gangguan jiwa hingga sembuh, orang yang 
sedang tidur hingga bangun, dan anak-anak yang belum mencapai usia 
dewasa. (HR An Nasa’i, Abu Daud, dan Tirmidzi, dan Ibnu Majah).6 
 

Hadis ini mengingatkan bahwa Kondisi seperti ini dipandang 

dengan penuh kasih sayang, dan orang-orang yang menghadapi 

tantangan mental atau emosional tidak boleh dihina atau disisihkan, 

tetapi harus diberikan perhatian dan perawatan yang baik. 

Seiring waktu, kasus tindak pidana yang melibatkan orang 

dengan gangguan jiwa semakin sering terjadi di Indonesia.7 kasus yang 

terjadi di jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota 

Makassar pada tanggal 24 september 2024. Seorang anak yang tega 

menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan menggunankan sabilah 

parang hingga mengalami luka serius dan harus dibawah ke rumah 

sakit. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial yang direkam oleh 

warga dan untuk pelakunya sendiri sudah di amankan oleh aparat 

kepolisian dan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk di tangani lebih 

lanjut. Menurut informasi dari warga bahwa anak tersebut sudah lama 

mengalami gangguan kejiwaan, sehingga pelaku sering mengamuk 

                                                            
6 Muhammad. (n.d.). Hadis Riwayat An Nasa’I. Diakses dari 

https://mpu.bandaacehkota.go.id/2022/04/27/materi-fikih-oleh-dr-c-tgk-bustamam-usman-shi-ma/ pada tanggal 
27 Januari 2025 
7 Orintina Vavinta Ida & Nany Suryawati. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. Jurnal Binamulia Hukum. 12(2), hlm. 264 
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apabila ditegur oleh keluarga.8 Jika merujuk dalam KUHP Pasal 44 ayat 

(1) yang menerangkan bahwa “barang siapa yang melakukan perbuatan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya 

cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit-penyakit tidak 

dipidana”. Pasal 44 ayat 2 berbunyi: “jika ternyata perbuatan itu tidak 

bisa dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan 

jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa 

memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam 

waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”. 

Dalam hal ini, penyidik, kepolisian, jaksa, dan hakim perlu 

memeriksa dengan cermat kasus yang dilakukan oleh pelaku. Jika 

terbukti pelaku mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak bisa dipidana. 

Menurut hukum pidana, setiap tindak kejahatan, seperti pembunuhan, 

dapat dihukum, baik pelakunya memiliki gangguan jiwa atau tidak. 

Namun, ada beberapa pertimbangan yang bisa meringankan hukuman 

bagi pelaku, seperti ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab 

karena gangguan jiwa. Proses hukum tetap berjalan, tetapi keputusan 

akhir akan diselaraskan dengan keterangan ahli dan pertimbangan 

hakim untuk mencapai keputusan yang tepat dan adil.9 

Pada Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana 

dapat dikecualikan dari hukuman jika kondisi mental pelaku terganggu, 

                                                            
8 Andi Sitti Nurfaisah. (29 September 2024). Anak Bacok Ibu Kandung di Makassar Diobservasi Kejiwaan di RS 
https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7563144/anak-bacok-ibu-kandung-di-makassar-diobservasi-kejiwaan-
di-rs. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2024). 
9 Elika Sifra Lidya & Iman Santoso. (2022). Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan 

Jiwa. Journal Of Social Science Reserch.2(1), hlm. 172 
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yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab 

atas tindakan mereka.10 Pasal 44 ayat 1 KUHP mengatur tentang 

alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, khususnya alasan 

pemaaf, yaitu jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 

karena adanya cacat pada jiwa yang disebabkan oleh gangguan dalam 

pertumbuhan atau karena penyakit. Sementara itu, Pasal 44 ayat 2 

KUHP mengatur tindakan yang diambil oleh hakim terkait dengan 

kondisi jiwa yang terganggu atau cacat. Dalam hal ini, hakim dapat 

memutuskan untuk memasukkan individu tersebut ke rumah sakit jiwa 

selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan. Biasanya, hakim 

akan meminta pendapat dari ahli, seperti psikiater atau psikolog, untuk 

menjadi dasar pertimbangannya dalam mengambil keputusan 

tersebut.11  

Sedangkan pada buku KUHP dan KUHAP baru yang mana 

pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan kejiwaan yang 

melakukan tindak pidana ada pada pasal 38 dan pasal 39 UU No.1 

Tahun 2023 yang akan berlaku di Tahun 2026. Pasal 38 menegaskan 

bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana 

menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat 

dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”. Pasal 39 mengatakan 

bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana 

                                                            
10 Regina Pradea, Haryadi & Nys. Arfa. (2024). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebagai Korban Tindak 
Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?. PAMPAS: Journal Of Criminal Law. 5(1). Hlm. 6 
11 Arif Muljohadi & fathiyah (2022). Pertanggung Jawaban Pidana oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan 
Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Journal of Islamic law 1(1), hlm. 20 
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menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut 

dan disertai Gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat 

sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai 

tindakan”. 

Hukum seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan yang 

adil, dengan mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Oleh karena itu, 

pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan keadaan jiwa 

pelaku, baik dengan mengurangi hukuman atau memberikan tindakan 

rehabilitasi. 

Pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa adalah 

orang yang, karena kondisi mentalnya, mungkin tidak sepenuhnya 

menyadari atau tidak bisa mengontrol tindakannya. Oleh karena itu, 

kondisi mental pelaku harus dipertimbangkan secara cermat dalam 

proses hukum, agar keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan 

sebenarnya 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep 

pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak 

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami 

gangguan kejiwaan. 

Untuk itu dari penjelasan di atas penulis tertarik melakukan 

pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

penganiayaan dengan gangguan kejiwaan dengan judul: “Tinjauan 

1
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Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan” 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah 

dijelaskan, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pertanyaan 

yang spesifik: 

1. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana dalam 

menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan menurut hukum 

positif Indonesia? 

2. Bagaimanakah implikasi Pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 2023 

terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan 

yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertanggungjawaban 

pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan 

yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan menurut 

hukum positif Indonesia. 

2. Untuk mengetahui implikasi Pasal 38 dan 39 KUHP baru (UU NO.1 

Tahun 2023) terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

1

1

1

1
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penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan 

kejiwaan di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan menganalisis 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan yang mengidap gangguan kejiwaan, serta 

memberikan wawasan tentang penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum 

Indonesia, khususnya dalam hal penanganan pelaku gangguan 

kejiwaan dalam tindak pidana penganiayaan, serta membantu 

aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam membuat 

keputusan yang lebih tepat dan adil. 
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